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Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan 
sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD N) di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman yang meliputi perencanaan sarana pendidikan, pengadaan 
sarana pendidikan, penggunaan sarana pendidikan, pemeliharaan sarana 
pendidikan dan penghapusan sarana pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yaitu pengelolaan sarana 
pendidikan. Subjek penelitian ini adalah 9 kepala sekolah dan 9 pengelola barang 
sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan  meliputi angket, observasi, 
dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 
persentase dengan skala likert. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan sarana pendidikan 
sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan yang meliputi aspek analisis 
kebutuhan, seleksi/ pemilihan sarana, penyusunan rencana pengadaan 
memperoleh persentase sebesar 85.07%, (2) pengadaan sarana pendidikan SD N 
di kecamatan Kalasan yang meliputi aspek prosedur pengadaan barang, 
pelaksanaan pengadaan barang memperoleh persentase sebesar 85.32%, (3) 
penggunaan sarana pendidikan SD N di kecamatan Kalasan yang meliputi aspek 
kelengkapan administrasi, pemanfaatan sarana, dan pengaturan penggunaan 
sarana memperoleh persentase sebesar 75.15%, (4) pemeliharaan sarana 
pendidikan SD N di kecamatan Kalasan yang meliputi aspek kelengkapan 
administrasi, penyimpanan sarana, dan perbaikan sarana memperoleh persentase 
sebesar 82.78%, (5) penghapusan sarana pendidikan SD N di kecamatan Kalasan 
yang meliputi aspek inventarisasi sarana yang akan dihapus, pengajuan usulan 
sarana yang akan dihapus, cara penghapusan memperoleh persentase sebesar 
69.44%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan 
sarana pendidikan SD N di kecamatan Kalasan memperoleh persentase sebesar 
79.55%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara 
Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat 
yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. 
Pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki 
ketrampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan 
mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat 
madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai  Pancasila. Mutu pendidikan meliputi 
mutu input, proses, output dan outcome. Salah satu input dari pendidikan adalah 
peserta didik. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila input tersebut siap 
berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang 
PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output 
dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik peserta 
didik tinggi. Sedangkan outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat 
terserap dunia kerja. 
Dalam usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik, pendidikan 
bervariasi dalam bentuknya, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan sikap-
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sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan pribadi yang utuh. Proses 
pembelajaran merupakan kegiatan utama di suatu sekolah. Oleh karena itu upaya 
peningkatan kualitas pendidikan dimulai dengan peningkatan kualitas proses 
belajar mengajar. Depdiknas (2002: 23), menyebutkan bahwa pembelajaran 
disebut berkualitas jika pembelajaran itu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 
(PAKEM). Salah satu ciri pembelajaran tersebut adalah guru-guru menggunakan 
berbagai sumber belajar dan alat bantu belajar saat berlangsungnya proses 
pembelajaran di sekolah. 
Pendidikan sebagai proses melibatkan beberapa faktor yang saling 
berhubungan dan secara langsung menentukan kesuksesan belajar dan 
keberhasilan pendidikan. Faktor-faktor dalam proses pendidikan di sekolah yaitu 
siswa, guru, kurikulum, fasilitas pendidikan termasuk sarana pendidikan, dan 
proses belajar mengajar sebagai muara dari seluruh kegiatan pendidikan. Tujuan 
pendidikan dapat tercapai apabila di sekolah mengelola dan memanfaatkan faktor-
faktor tersebut secara maksimal, salah satunya yaitu fasilitas pendidikan  guna 
memperlancar proses belajar mengajar.  
Wahyuningrum (2000: 4), menyatakan fasilitas adalah segala sesuatu yang 
dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dalam 
kaitan pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
melakukan kegiatan pendidikan.  
Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan secara langsung 
dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang yang bergerak maupun 
barang yang tidak bergerak agar tujuan pendidikan dicapai secara efektif dan 
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efisien. Menurut Wahyuningrum (2000: 5)  Sarana  pendidikan memiliki fungsi 
atau peran yaitu sebagai alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran. 
Sarana pendidikan sebagai salah satu komponen proses pembelajaran 
merupakan alat yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran untuk 
merealisasikan tujuan pembelajaran tersebut. Dengan sarana pendidikan bukan 
saja memberi pengalaman-pengalaman kongkret tetapi juga membantu siswa 
mengintegrasikan pengalaman yang terdahulu. Sarana pendidikan akan berperan 
secara langsung dalam proses belajar mengajar, artinya peranannya sangat 
menentukan keberhasilan proses belajar mengajar atau tanpa adanya sarana 
pendidikan proses belajar mengajar akan kurang atau tidak berhasil. 
Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iskhak (2002, 
vii), dengan mengkaji adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja atau 
prestasi sekolah dasar di 77 Sekolah Dasar di kabupaten Purbalingga. Setelah 
dilakukan analisis data menghasilkan suatu kesimpulan bahwa faktor yang 
mempengaruhi kinerja atau prestasi sekolah dasar antara lain: (1) kepemimpinan 
kepala sekolah, (2) kegiatan pembelajaran, (3) pengelolaan sarana dan prasarana. 
Berdasarkan hasil penelitian Iskhak tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan sarana 
dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja dan prestasi sekolah dasar. Dengan demikian sarana prasarana pendidikan 
sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah. 
Melihat begitu pentingnya sarana pendidikan bagi kegiatan belajar 
mengajar maka sarana pendidikan di sekolah tersebut perlu dikelola dengan baik 
agar  tepat sasaran dan dapat bermanfaat secara optimal, akan tetapi kenyataannya 
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masih banyak dijumpai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sarana 
pendidikan. Para guru atau pengelola barang belum maksimal dalam mengelola 
sarana pendidikan sesuai teori dan kenyataan di lapangan. 
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lingkup Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman menemukan berbagai masalah yang 
dihadapi dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Misalnya terkait ketersediaan 
sarana pendidikan yang meliputi alat peraga, media pembelajaran dan alat 
pelajaran cenderung kurang mencukupi, tidak adanya petugas khusus yang 
mengelola fasilitas pendidikan, dan juga pengaturan penggunaan dan 
pemeliharaan sarana pendidikan di sekolah juga masih belum optimal, selain itu 
evaluasi terhadap pengelolaan sarana pendidikan jarang dilakukan. 
Adanya permasalahan tersebut ditunjukkan oleh belum adanya petugas 
khusus yang mengelola fasilitas, pengelola merupakan guru yang diberi tugas 
untuk mengelola. Padahal guru yang menjadi pengelola barang ini sudah memiliki 
kesibukan dan tanggungjawab yang lain, sehingga dalam mengelola fasilitas 
pendidikan kurang maksimal. Ketersediaan fasilitas yang kurang memadai, tidak 
tercapainya standar sarana yang ditetapkan pemerintah banyak terjadi di sekolah-
sekolah, misalnya di SD Bogem 1 yang tidak memiliki globe, model kerangka 
manusia, model tubuh manusia padahal dalam peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional nomor 24 tahun 2007, tentang standar sarana Sekolah Dasar disebutkan 
sekolah harus memiliki globe, model kerangka manusia, model tubuh manusia 
minimal masing-masing 1 buah. Bukti lainnya yaitu di SD N 1 Kalasan, walaupun 
komputer yang dimiliki sudah mencukupi standar SD, akan tetapi 
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pemeliharaannya belum optimal, komputer yang ada sebagian besar tidak dapat 
digunakan karena kurang perawatan. 
Dari berbagai permasalahan terkait fasilitas pendidikan tersebut, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolan Fasilitas 
Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. 
Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan fasilitas pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan yaitu sebagai berikut:  
1. Belum adanya petugas khusus yang mengelola fasilitas pendidikan, 
2. Belum adanya dokumentasi yang baik dalam hal perencanaan fasilitas 
pendidikan Sekolah Dasar Negeri, 
3. Adanya sekolah yang jumlah fasilitas pendidikan belum mencukupi 
kebutuhan, 
4. Kurang tersedianya ruangan untuk menyimpan sarana pendidikan, sehingga 
sarana pendidikan menjadi kurang terawat, 
5. Adanya sarana pendidikan yang belum dimanfaatkan secara optimal, 
6. Kegiatan evaluasi pengelolaan fasilitas pendidikan belum dilakukan secara 
rutin, 
7. Kegiatan diklat/ pembinaan terhadap pengelola barang yang berkenaan dengan 




C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di 
atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan 
yang akan diteliti akan dibatasi pada pengelolaan sarana pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang meliputi proses 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah 
tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana perencanaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman? 
2. Bagaimana pengadaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 
Kalasan Kabupaten Sleman? 
3. Bagaimana penggunaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman? 
4. Bagaimana pemeliharaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman? 
5. Bagaimana penghapusan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di 






E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1. Perencanaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman, 
2. Pengadaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman, 
3. Penggunaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman, 
4. Pemeliharaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman, 
5. Penghapusan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Kabupaten Sleman. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Secara Teoretis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 
bidang pendidikan khususnya manajemen pendidikan 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti lebih 
lanjut, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sarana  
pendidikan. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Guru dan Kepala Sekolah 
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Sebagai data atau bahan dalam pengembangan kemampuan profesional dalam 
kegiatan pengelolaan sarana pendidikan dan memberikan sumbangan 
pemikiran tentang pentingnya pengelolaan sarana pendidikan sebagai 
penunjang Proses Belajar Mengajar sehingga dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. 
b. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan 
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan mahasiswa 
Administrasi Pendidikan tentang manajemen fasilitas pendidikan, khususnya 
pengelolaan sarana pendidikan. 
c. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

















A. Manajemen Pendidikan 
Pengelolaan diartikan sama dengan manajemen. Pengelolaan berasal dari 
kata kelola yang dalam bahasa Inggris dikatakan “manage” yaitu mengelola atau 
mengatur. Menurut Malayu SP. Hasibuan (2004: 2) pengelolaan atau manajemen 
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 
 Menurut Luther Gulick dalam Agus Sabardi (2001: 4) mendefinisikan 
”manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan, yang mencari secara sistematis 
untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk 
mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama itu lebih bermanfaat bagi 
kemanusiaan.” 
Apabila pengelolaan memiliki arti yang sepadan dengan manajemen maka 
menurut Griffin dalam Warsono (2005: 11) menyebutkan pengertian 
“management” sebagai berikut: Management is a set of activities, including 
planning and decision making, organizing, leading and controlling, directed at an 
organization’s human, financial, physical and information resources with the aim 
of achieving organizational goals in an efficient and effective manner.  
Artinya manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi 
perencanaan dan pembuat keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
pengawasan, yang diarahkan  pada organisasi manusia, keuangan, fisik dan 
sumber-sumber informasi organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-
tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan/ 
manajemen adalah suatu kemampuan untuk merencanakan, mengadakan, 
menyimpan atau memelihara, menggunakan sumber daya manusia dan sumber 
daya yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan 
efisien. 
Dalam pengertian yang luas administrasi disamakan dengan istilah 
“adsministration” menurut versi barat dan “management” menurut versi eropa. 
Dalam pengertian yang luas, administrasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan 
atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 
sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi, untuk mencapai 
tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. 
(Muljani A. Nurhadi. 1983: 2) 
Menurut Ary H. Gunawan (1996: 1) yang dimaksud Administrasi 
Pendidikan adalah: 
Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/ diusahakan 
secara sengaja dan bersungguh-sungguh disertai pembinaan yang kontinyu 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, dengan memanfaatkan 
dan mendayagunakan segala sumber materiil dan non-materiil secara 
efektif dan efisien dalam PBM khususnya, dan dalam proses pendidikan 
pada umumnya. 
 
Administrasi Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 
yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 
tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 




Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan 
pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang 
bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi di dalam proses 
administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses 
pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan dan dikoordinasi 
secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan 
secara efisien (Ngalim Purwanto. 2004: 3-4). Begitu juga pendapat Syaiful Sagala 
(2006: 39) manajemen pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan 
pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas kelembagaan, 
baik personal, spiritual, dan material, yang bersangkutan dengan pencapaian 
tujuan pendidikan.  
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas pengerahan dan 
pengintegrasian yang dilakukan oleh sejumlah kelompok atau beberapa orang dan 
unsur-unsur yang berada serta terkait didalamnya baik personal, spiritual, dan 
material untuk mengatur sebuah lembaga pendidikan agar tercapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
Dari definisi manajemen pendidikan yang telah disebutkan, menurut Ary 
H. Gunawan (1996: 3) ada tiga fungsi manajemen pendidikan, yaitu: 
1. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang strategis, 
2. Mengusahakan untuk pelaksanaanya secara sungguh-sungguh dengan 
cara-cara yang terarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, 
disertai pembinaan demi peningkatan pendidikan, 
3. Memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien 




Masih menurut Ary H. Gunawan (1996: 8) Manajemen pendidikan dibagi 
menjadi delapan bidang garapan manajemen pendidikan. Bidang garapan 
manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara 
langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan, delapan 
bidang garapan manajemen pendidikan tersebut adalah: 
1. Manajemen peserta didik 
2. Manajemen personil (guru dan TU) 
3. Manajemen kurikulum 
4. Manajemen sarana dan prasarana 
5. Manajemen anggaran/ biaya 
6. Manajemen tatalaksana/ tatausaha 
7. Manajemen organisasi pendidikan 
8. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. 
 
Sarana prasarana pendidikan merupakan segala fasilitas yang diperlukan 
dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang yang bergerak maupun 
barang yang tidak bergerak, digunakan secara langsung maupun tidak langsung 
dalam proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dicapai secara efektif dan 
efisien. Dengan demikian sarana prasarana pendidikan dapat juga disebut dengan 
fasilitas pendidikan. 
 
B. Manajemen Fasilitas Pendidikan 
Menurut Mauling dalam buku tim Dosen  AP (2011: 76) fasilitas adalah 
prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas 
bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas bisaanya dihubungkan dalam 




Menurut Suharsimi Arikunto (1979: 4), manajemen fasilitas adalah suatu 
proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengaturan, 
personalia, dan pembiyaan alat–alat pelajaran atau materil yang dapat 
memudahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian 
manajemen fasilitas adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan, 
diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan terhadap benda-benda pendidikan 
secara tepat guna dan berdaya guna sehingga selalu siap pakai dalam proses 
pembelajaran. 
Menurut Wahyuningrum (2000: 6), manajemen fasilitas adalah suatu 
proses kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan 
terhadap benda-benda pendidikan secara tepat guna dan berdaya guna sehingga 
selalu siap pakai dalam proses pembelajaran. 
Dengan demikian manajemen fasilitas adalah suatu proses kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengorganisasian, pemeliharaan, 
penghapusan dan pengendalian terhadap sarana prasarana pendidikan secara tepat 
guna dan berdaya guna sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. 
 
C. Sarana Pendidikan 
1. Pengertian Sarana Pendidikan 
Pada hakikatnya sarana pendidikan merupakan sarana penunjang dalam 
proses belajar mengajar. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 
Menurut E. Mulyasa (2003: 49) sarana pendidikan adalah peralatan dan 
perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 
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pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja 
kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Kemudian menurut B. 
Suryosubroto (2004: 114) sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang 
diperlukan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan 
efisien. 
Sedangkan menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media 
Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Hartati 
Sukirman, dkk (1999: 28) yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua 
fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 
dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
sarana pendidikan adalah semua peralatan atau perlengkapan yang digunakan 
secara langsung sebagai penunjang proses belajar mengajar. Sarana pendidikan 
merupakan alat yang berguna di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di 
sesuaikan dengan jenis dan tingkatannya sehingga tujuan pendidikan dapat 
tercapai semaksimal mungkin. 
2. Fungsi Sarana Pendidikan 
Menurut Hadiyanto dan Subijanto (2003),  bahwa sarana prasarana 
pendidikan sebagai sub sistem dari pendidikan di sekolah memiliki fungsi yang 
tidak terlepas dari proses pembelajaran tersebut yang memiliki unsur fisik dan 
psikis. Sedangkan menurut Dirjen Dikdasmen Depdikbud (1997: 7), bahwa fungsi 
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sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran/ pelajaran, alat peraga/ praktik 
dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai 
tujuan pendidikan. Sarana pendidikan tersebut terlibat langsung dalam kegiatan 
pembelajaran sehingga berfungsi sebagai alat yang dapat memperlancar dan 
mempermudah penangkapan pengertian dalam proses interaksi antar guru dan 
murid. Dalam keadaan tertentu fungsi sarana pendidikan sangat menentukan 
sehingga jika sarana itu tidak ada, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan 
sebagaimana mestinya dan tujuan yang telah ditetapkan akan sulit untuk dicapai. 
Dengan adanya sarana pendidikan yang lengkap tentu saja akan memudahkan 
guru dalam menyampaikan pesan pembelajarannya kepada siswa.  
Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
sarana pendidikan memiliki fungsi antara lain:  
a. Sebagai alat yang dapat memperjelas penyampaian informasi sehingga proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, 
b. Sebagai alat untuk mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi 
langsung siswa dengan lingkungan sehingga siswa dapat belajar mandiri,  
c. Sebagai alat yang dapat membantu siswa dalam belajar konsep dasar yang 
benar, konkrit, dan realistis,  
d. Sebagai alat yang dapat memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa 
yang terjadi di lingkungan para siswa,  




3. Ruang Lingkup Sarana Pendidikan 
Menurut Suharsimi Arikunto dalam Suryosubroto (2004: 114), ditinjau 
dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana 
pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, dan 
media pengajaran. Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat dipergunakan 
secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses belajar mengajar. Alat 
pelajaran ditinjau dari penggunaannya dibedakan menjadi alat pelajaran klasikal 
(digunakan bersama) dan alat pelajaran individual (digunakan perorangan). Alat 
peraga adalah semua alat bantu pendidikan dan pelajaran (benda atau perbuatan 
yang paling konkrit sampai yang paling abstrak) untuk mempermudah pemberian 
pengertian pada siswa. Alat peraga dilihat dari penggunaannya dibedakan menjadi 
alat peraga langsung dan tidak langsung. Alat peraga langsung jika alat peraga 
merupakan benda sesungguhnya, alat peraga tidak langsung jika bukan benda 
sesungguhnya, misalnya: film, miniatur, dan sebagainya. Media pendidikan 
adalah perantara proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan 
efisiensi pendidikan. Ada tiga jenis media pendidikan, yaitu media audio, visual, 
dan audio-visual. 
Menurut Ali Ansori (2010) sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga 
macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu: alat 
pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran, a) alat pelajaran adalah alat yang 
digunakan secara langsung  dalam proses belajar mengajar misalnya buku, alat 
tulis, alat praktik. b) alat peraga adalah alat bantu pendidikan dan pengajaran, 
dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi 
pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai yang 
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konkrit. c) media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai 
perantara dalam proses belajar mangajar, untuk mempertinggi efektivitas dan 
efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.  
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelompokan sarana 
pendidikan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: alat peraga, alat pelajaran dan media 
pendidikan. Lebih rincinya  mengenai alat peraga, alat pelajaran dan media 
pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Alat Pelajaran 
Menurut Suharsimi Arikunto dalam B. B. Suryosubroto (2004: 114), alat  
pelajaran adalah alat atau benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru 
maupun murid dalam proses belajar mengajar. Alat pelajaran sekolah wujudnya 
dalam bentuk: 
1) Buku-buku, baik buku-buku di perpustakaan maupun buku yang terdapat di 
kelas sebagai buku pegangan guru maupu buku pelajaran murid, 
2) Alat-alat peraga, yang digunakan oleh guru pada waktu mengajar, 
3) Alat-alat praktek, yang terdapat di dalam laboratorium, bengkel kerja, dan 
ruang praktek (olahraga, kesenian dan lain sebagainya), 
4) Alat tulis menulis: papan tulis, penghapus, kapur tulis, pensil dan lain 
sebagainya. 
b. Alat Peraga 
Menurut Anwar Yasir, M.Ed dalam B. B. Suryosubroto (2004: 114) alat 
peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-
perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik 
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berturut-turut dari perbuatan yang abstrak sampai kepada benda yang sangat 
konkrit.  
Sedangkan menurut Subari (1994: 95) menyatakan bahwa alat peraga 
adalah “alat yang digunakan oleh pengajar untuk mewujudkan atau 
mendemonstrasikan bahan pelajaran guna memberikan pengertian atau gambaran 
yang jelas tentang pelajaran yang diberikan.” 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka peneliti dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan alat peraga adalah alat yang dapat digunakan guru 
untuk memperagakan atau untuk memperjelas pelajaran sehingga siswa 
memperoleh pengertian dan gambaran yang jelas tentang pelajaran.  
c. Media Pendidikan 
Menurut Umar Suwito dalam B. Suryosubroto (2004: 115), media 
pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam 
proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam 
mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media yaitu: 
1) Media Audio (media untuk pendengaran), 
2) Media Visual (media untuk penglihatan), 
3) Media Audio-Visual (media untuk pendengaran maupun penglihatan). 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemisahan alat 
pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dapat diketahui saat benda atau alat 
itu digunakan. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung oleh 
guru maupun murid dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas untuk mencapai tujuan khusus pendidikan. Alat peraga adalah alat-alat 
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yang digunakan untuk lebih memperjelas pelajaran yang sedang disampaikan oleh 
guru dan dipelajari oleh siswa. Sedangkan media pembelajaran adalah sarana yang 
digunakan untuk menampilkan dan menyampaikan pembelajaran yang 
dimaksudkan. 
4. Standar Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 
Standar sarana dan prasarana sekolah, merupakan salah satu dari delapan 
standar nasional pendidikan yang mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria 
minimum prasarana. Sebuah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sekurang-
kurangnya harus memiliki sarana pendidikan yang sesuai dengan peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana 
prasarana Sekolah Dasar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 dapat dilihat pada bagian 
lampiran. 
 
D. Pengelolaan Sarana Pendidikan 
1. Perencanaan Sarana Pendidikan 
Kegiatan awal dari pengelolaan sarana prasarana pendidikan adalah 
perencanaan kebutuhan. Kegiatan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya 
kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dengan adanya perencanaan yang 
matang maka suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana yang 
sudah ditetapkan dan memudahkan para pengelola untuk mengetahui seberapa 
besar dana yang harus disediakan untuk melaksanakan kegiatan serta 
memudahkan melakukan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan, sesuai atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan 
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yang baik  dan teliti akan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas yang 
sesuai dengan tersedianya dana dan tingkat kepentinganya. Istilah perencanaan 
memiliki batasan yang beragam sesuai ahli manajemen. 
Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 26) bahwa perencanaan dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program 
pengadaan fasilitas di sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana 
pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan 
yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan perlengkapan tersebut adalah 
untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan. Oleh karena itu, keefektifan suatu 
perencanaan pengadaan perlengkapan tersebut dapat dinilai atau dilihat dari 
seberapa jauh pengadaannya itu dapat memenuhi kebutuhan di sekolah dalam 
periode tertentu. Apabila pengadaan itu sesuai dengan kebutuhannya, berarti 
perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah di sekolah itu sudah efektif. 
Husaini Usman (2008: 61) mendefinisikan perencanaan pada hakikatnya 
adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai 
sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna 
mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil 
pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses 
ialah hubungan tiga kegiatan berurutan, yaitu menilai situasi dan kondisi saat ini, 
merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan 




Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan sarana pendidikan adalah penetapan program pengadaan sarana 
pendidikan dari beberapa alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 
dilaksanakan dalam pengadaan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan 
tertentu.  
Menurut Ary H. Gunaawan dalam Tim Dosen AP (2011: 79), 
mengemukakan bahwa penyesuaian perencanaan dengan analisis kebutuhan itu 
meliputi empat tahapan, antara lain: 
a. Identifikasi tujuan umum yang mungkin dapat dicapai, 
b. Menyusun tujuan berdasarkan kepentingannya, 
c. Identifikasi perbedaan antara yang diinginkan dan apa yang sesungguhnya, 
d. Menentukan skala prioritas. 
Menurut Boeni Sukarno yang dikutip oleh Ibrahim Bafadal (2004: 29), 
bahwa langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana pendidikan di sekolah 
yaitu sebagai berikut: 
a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang 
diajukan setiap unit kerja sekolah dan atau menginventarisasi 
kekurangan perlengkapan sekolah, 
b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode 
tertentu misalnya, untuk satu triwulan atau satu tahun ajaran, 
c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan 
perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu cara adalah 
dengan membaca buku inventaris atau buku induk barang. Berdasarkan 
pemanduan tersebut lalu disusun rencana kebutuhan yang belum 
tersedia di sekolah, 
d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah 
yang telah tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk 
pengadaan semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan, 
dengan melihat urgensi setiap perlengkapan tersebut. Semua 
perlengkapan urgen segera didaftar, 
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e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan dengan dana 
atau anggaran yang ada. Apabila ternyata masih melebihi dari 
anggaran yang tersedia, perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara 
membuat skala prioritas, 
f. Penetapan rencana pengadaan akhir. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 
dalam perencanaan sarana pendidikan meliputi:  
a. Analisis kebutuhan terhadap mata pelajaran yang membutuhkan sarana,  
b. Mengadakan inventarisasi dan re-inventarisasi terhadap sarana yang sudah 
ada,  
c. Mengadakan seleksi terhadap alat/ media,  
d. Mengadakan hitungan atau tafsiran biaya,  
e. Perencanaan pendanaan, dan  
f. Menunjuk staf yang diserahi tugas mengadakan sarana tersebut. 
2. Pengadaan Sarana Pendidikan 
Pengertian pengadaan menurut Wahyuningrum (2000: 11), bahwa 
pengadaan adalah kegiatan menyediakan semua keperluan barang/ benda/ jasa 
bagi keperluan pelaksanaan tugas. Ibrahim Bafadal (2004: 26) menjelaskan 
perencanaan pengadaan fasilitas dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang 
berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk 
mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut Ibrahim Bafadal (2004: 32-36) secara garis 
besarnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan 
perlengkapan yang dibutuhkan sekolah antara lain dengan cara: 
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a. Pembelian, dapat ditempuh dengan membeli di pabrik, membeli di toko dan 
memesan, 
b. Hadiah atau sumbangan 
Hadiah atau sumbangan diperoleh dari perorangan maupun organisasi, badan-
badan, lembaga-lembaga tertentu. Permintaan hadiah atau sumbangan dapat 
dijadikan tambahan sarana pendidikan di sekolah, 
c. Tukar-menukar yaitu dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan 
pengelola sarana lain, 
d. Meminjam kepada pihak-pihak tertentu misalnya kepada kepala sekolah wakil 
kepala sekolah, guru-guru, ataupun orang tua murid dalam jangka waktu yang 
disepakati bersama. 
Menurut  B. Suryosubroto (2004: 116) pengadaan sarana pendidikan ada 
beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh: 
a. Pembelian dengan biaya pemerintah, 
b. Pembelian dengan biaya dari SPP, 
c. Bantuan dari BP3 dan,  
d. Bantuan dari masyarakat lainnya. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 
pengadaan sarana pendidikan itu dapat dilakukan dengan cara: membeli, membuat 
sendiri, menerima bantuan/ hibah/ hadiah, tukar-menukar, menyewa atau 
meminjam. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa, pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
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barang daerah dan jasa. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa, 
pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Daerah. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat 
melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan 
Barang/ Jasa. Pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengadaan perlu dilakukan 
pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pengguna membuat laporan hasil 
pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola dengan dilengkapi dokumen pengadaan barang/ jasa. 
3. Penggunaan Sarana Pendidikan 
Dalam penggunaan perlengkapan pendidikan, ada dua prinsip yang harus 
selalu diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Bafadal (2004: 42) 
yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Dengan prinsip efektivitas berarti 
semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-
mata dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah baik 
secara langsung maupun tidak langsung. sedangkan prinsip efisiensi berarti 
pemakaian semua perlengkapan pendidikan disekolah secara hemat dan dengan 
hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis rusak atau 
hilang. 
Menurut B. Suryosubroto (2004: 116) dari segi pemakaian (penggunaan) 
terutama sarana prasarana alat perlengkapan dapat dibedakan atas: 
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a. Barang habis pakai 
b. Barang tidak habis pakai 
Penggunaan barang habis dipakai harus secara maksimal dan 
dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan sekali. Sedangkan penggunaan barang 
tetap dipertanggungjawabkan satu tahun sekali, maka perlu pemeliharaan dan 
barang-barang itu disebut barang inventaris. 
Menurut Suharsimi Arikunto (1979: 52), pengaturan penggunaan atau 
pemakaian media pendidikan dipengaruhi empat factor yaitu: banyaknya alat 
untuk tiap mata pelajaran, banyaknya kelas, banyaknya siswa untuk tiap kelas, 
dan banyaknya ruang atau lokasi yang ada di sekolah. Oleh karena itu, pengelola 
sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus bisa mengatur penggunaan 
tersebut agar tidak terjadi rebutan dalam penggunaan. 
Menurut Suharsimi Arikunto (1979: 53) secara umum pola pengaturan 
penggunaan alat/ media pelajaran adalah sebagai berikut: 
a. Alat pelajaran untuk kelas tertentu 
Ada kalanya sesuatu alat hanya dibutuhkan oleh kelas tertentu sesuai 
dengan kurikulum yang menurut digunakannya alat itu. Jika 
banyaknya kelas yang membutuhkan, maka alat tersebut dapat 
dibagikan dan disiimpan oleh guru kelas. 
b. Alat pelajaran untuk beberapa kelas 
Apabila banyaknya alat terbatas, padahal yang membutuhkan lebih 
dari satu kelas, maka alat tersebut terpaksa digunakan secara bersama-
sama. Ada dua kemungkinan pengaturan yaitu: 
1) Alat pelajaran diangkut ke kelas yang membutuhkan secara 
bergantian, 
2) Alat pelajaran disimpan di suatu ruangan dan guru mengajak siswa 
untuk mendatangi ruangan tersebut. 
c. Alat pelajaran untuk semua murid 
Penggunaan alat pelajaran untuk semua siswa dapat dilakukan seperti 
cara yang baru saja diberikan, yakni alat dibawa ke kelas secara 
bergantian atau siswa bersama guru mendatangi tempat tersebut. 
Dalam keadaan alat sangat terbatas dan ruangan yang ada dalam 
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sekolah tersebut jumlahnya memungkinkan, maka lebih baik apabila 
diatur menjadi kelas berjalan. Kelas berjalan yaitu kelas atau ruangan 
yang didapatkan oleh banyak kelas untuk mengikuti salah satu mata 
pelajaran tertentu. 
 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengaturan 
penggunaan perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan oleh kelapa sekolah 
ataupun pengelola sarana pendidikan (pengelola barang) tersebut). Pengaturan 
penggunaan ini perlu dibuat mengingat adanya alat/ media pembelajaran untuk 
kelas tertentu, untuk beberapa kelas, dan untuk semua murid. 
Penggunaan sarana dan prasarana harus dipantau dan diatur dengan 
peraturan sesuai kesepakatan bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (1979: 62), 
dalam penggunaan alat/ media, maka langkah yang dilakukan oleh peminjam 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengadakan pengecekan dengan melihat buku pinjaman apakah alat/ media 
yang dimaksud masih ada dan belum dipesan oleh guru lain, 
b. Mendaftarkan untuk meminjam pada hari tertentu, 
c. Menuliskan bon pinjam dan mencantumkan pula jam pengambilan 
penggunaan dan pengambilan. 
4. Pemeliharaan Sarana Pendidikan 
Menurut Wahyuningrum (2000: 31) bahwa pemeliharaan adalah suatu 
kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terus menerus untuk mengusahakan agar 
setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai. Sedangkan 
menurut Depdikbud dalam Edy Sutrisno (2005: 55), mengemukakan bahwa 
penyimpanan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan 
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barang persediaan di dalam ruang penyimpanan/ gudang. Penyimpanan barang di 
sekolah tersebut dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Menerima, mencatat, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga secara 
tertib, rapi, dan aman, 
2. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penyaluran atas semua 
barang yang ada dalam ruang penyimpanan/ gudang, 
3. Melakukan pengontrolan atau perhitungan barang-barang secara berkala 
ataupun incidental terhadap barang persediaan yang ada agar persediaan selalu 
dapat memenuhi kebutuhan, 
4. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Dirjen Dikdasmen Depdikbud 
(1996: 46) bahwa pemeliharaan alat atau sarana pendidikan adalah kegiatan 
melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua alat atau sarana tersebut dalam 
kondisi baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Menurut Suharsimi Arikunto dalam Tri Ani Hastuti (2008: 38-39), tempat 
penyimpanan alat dibedakan atas: a. ruangan, b. lemari tertutup dan lemari 
terbuka, c. sekat-sekat (rak-rak). Selanjutnya penyimpanan akan lebih mudah 
apabila setiap rak atau setiap lemari ditempeli daftar alat atau media yang 
diletakkan di situ. Sebagai langkah lain pemberian tempat adalah pemberian kode 
alat. Pemberian kode alat ini dimaksudkan untuk mempermudah pengecekan 
kembali setelah alat atau media tersebut digunakan. Selain label pada setiap alat 
dan daftar yang harus ditempelkan pada setiap rak atau lemari, maka dalam 
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perencanaan diperlukan beberapa macam buku yaitu: buku inventaris, buku 
catatan tentang masuk dan keluarnya alat atau media, dan buku catatan istimewa. 
Kemudian Ibrahim Bafadal (2004: 49) menyatakan bahwa ada beberapa 
macam pemeliharaan sarana pendidikan di sekolah. Ditinjau dari sifatnya, ada 
empat macam pemeliharaan yaitu: 
a. Pemeliharaan yang bersifat pengecekan. Pengecekan ini dilakukan 
oleh seseorang yang mengetahui tentang baik buruknya keadaan mesin 
b. Pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Pemeliharaan dengan cara 
demikian dilakukan agar mesin selalu dalam keadaan baik. 
c. Pemeliharaan yang bersifat ringan. 
d. Pemeliharaan yang bersifat berat. 
       
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka secara garis besar 
pemeliharaan sarana pendidikan itu perlu dilakukan dengan cara menyimpan di 
tempat yang sebaik-baiknya, mencegah dari kerusakan, dan  memperbaiki jika 
terjadi kerusakan sarana pendidikan tersebut. Dengan adanya pemeliharaan sarana 
pendidikan yang baik dan teratur, maka keadaan sarana pendidikan menjadi baik, 
mudah digunakan dan tidak cepat rusak sehingga proses pembelajaran yang 
dilakukan di sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
5. Penghapusan Sarana Pendidikan 
Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 62) bahwa penghapusan definitif adalah 
kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga sebagai milik 
Negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sarana yang sudah tidak sesuai lagi bagi pelaksanaan 
pembelajaran diganti atau disingkirkan. Adapun tujuan penghapusan menurut 
Wahyuningrum (2000: 43), adalah: 
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a. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan 
biaya untuk pemeliharaan/ perbaikan, pengamanan barang-barang yang 
semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih, dan atau barang-barang 
lainnya tidak dapat dipergunakan lagi, 
b. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris, 
c. Membebaskan ruang/ pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak 
dipergunakan lagi, 
d. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi 
yang mengurus. 
Penghapusan atau penyingkiran perlu dilakukan dengan cermat dan 
selektif. Perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi syarat-syarat 
penghapusan. Ibrahim Bafadal (2004: 62) ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, antara lain: 
a. Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi, 
b. Tidak sesuai dengan kebutuhan, 
c. Kuno, yang penggunaanya tidak sesuai lagi, 
d. Terkena larangan, 
e. Mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, 
f. Yang biaya pemeliharaannya tidak seimbang dengan kenggunaanya, 
g. Berlebihan, yang tidak digunakan lagi, 
h. Dicuri, 
i. Diselewengkan, dan 
j. Terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. 
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Selanjutnya langkah-langkah penghapusan sarana prasarana pendidikan 
sebagaimana dikemukakan Ibrahim Bafadal (2004: 63) adalah sebagai berikut: 
a. Kepala sekolah (bisa dengan menunjuk seseorang) mengelompokkan 
perlengkapan yang akan dihapus dan meletakkan ditempat yang aman namun 
tetap berada dilokasi sekolah, 
b. Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus dengan cara mencatat 
jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut, 
c. Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan 
panitia penghapusan, yang dilampiri dengan data barang yang rusak (yang 
akan dihapusnya) ke kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten, 
d. Setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota/ kabupaten terbit, 
selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas yaitu memeriksa kembali 
barang yang rusak berat, bisaanya dengan membuat berita acara pemeriksaan, 
e. Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam berita 
acara pemeriksaan, bisaanya perlu ada pengantar dari kepala sekolah 
kemudian usulan itu diteruskan ke kantor pusat Jakarta, 
f. Begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan 
penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada dua kemungkinan 
penghapusan perlengkapan sekolah yaitu dimusnahkan dan dilelang. Apabila 
melalui lelang yang berhak melelang adalah kantor lelang setempat dan hasil 





E. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengelolaan sarana pendidikan 
di sekolah dasar. Beberapa penelitian pengelolaan sarana pendidikan telah banyak 
dilakukan, berikut diantaranya hasil penelitian mengenai pengelolaan sarana 
pendidikan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Iskhak (2002. vii), dengan mengkaji adanya 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi sekolah dasar di 77 
Sekolah Dasar di kabupaten Purbalingga. Dalam pengumpulan data 
melibatkan 77 Kepala Sekolah, 154 Guru, 221 siswa, dan 12 pengawas 
TK/SD/SD-LB.  
Setelah dilakukan analisis data menghasilkan suatu kesimpulan bahwa faktor 
yang mempengaruhi kinerja atau prestasi sekolah dasar antara lain: (1) 
kepemimpinan kepala sekolah, (2) kegiatan pembelajaran, (3) pengelolaan 
sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian Iskhak tersebut dinyatakan 
bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kinerja dan prestasi sekolah dasar. Dengan 
demikian sarana prasarana pendidikan sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas dan kemajuan sekolah. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saryana (2004. vii) mengenai “Manajemen 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sanden Bantul” yang 
mencakup aspek perencanaan dan pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, dan 
pengaturan penggunaan sarana pendidikan oleh para guru kelas dalam 
kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, 
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Matematika, IPS, dan IPA. Subjek penelitian ini meliputi para kepala sekolah 
dan guru sekolah dasar se-kecamatan Bantul yang terdiri dari 20 kepala 
sekolah, 20 guru kelas V dan 20 guru selain guru kelas V. Hasil analisis 
deskriptif menyimpulkan bahwa perencanaan dan pengadaan sarana 
pendidikan dalam kategori cukup, pemeliharaan sarana pendidikan pada 
kategori cukup, pengaturan penggunaan sarana pendidikan dalam kategori 
cukup, dan penggunaan sarana mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, 
dan IPA pada kategori cukup dan Matematika pada kategori kurang. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ani Hastuti (2008. vii) mengenai 
”Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Depok” yang mencakup aspek perencanaan, pengadaan, 
pemeliharaan, pengaturan penggunaan, dan penghapusan sarana prasarana 
pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Depok. Subyek 
penelitian meliputi para Kepala Sekolah dan Guru pendidikan Jasmani sekolah 
dasar negeri di kecamatan Depok, yang terdiri dari 23 Kepala Sekolah dan 23 
Guru pendidikan jasmani. Adapun hasil analisis menyimpulkan bahwa: 
Perencanaan, pengadaan, pengaturan penggunaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Depok  termasuk 
dalam kategori kurang baik, Pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk 
kategori cukup baik, penghapusan sarana dan prasarana termasuk kategori 




Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa manfaat yaitu 
dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi   prestasi sekolah 
diantaranya dipengruhi oleh pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Selain itu 
kita dapat mengetahui bagaimana pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang 
ada di daerah-daerah tersebut. Penelitian tersebut di atas juga memberikan 
manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk memperkuat teori bahwa pengelolaan 
sarana pendidikan mendukung kelancaran proses pembelajaran serta dijadikan 
sebagai acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan waktu 
dan tempat yang berbeda. 
 
F. Kerangka Berfikir 
Sarana pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan. Agar sarana pendidikan tersebut berfungsi secara optimal dalam 
proses pembelajaran di sekolah, maka perlu diadakan pengelolaan atau kegiatan 
manajemen yang baik  terhadap sarana prasarana pendidikan itu sendiri. 
Pengelolaan sarana pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Dasar 
Negeri Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman meliputi aspek-aspek sebagai 
berikut: kegiatan  perencanaan, pengadaan, pemanfaatan atau penggunaan, 
pemeliharaan dan penghapusan sarana pendidikan. Kegiatan perencanaan dan 
pengadaan sarana pendidikan di sesuaikan dengan kebutuhan tiap mata pelajaran, 
setelah sarana pendidikan itu tersedia maka perlu adanya kegiatan pengaturan dan 
pemeliharaan  dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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Ketersediaan dan kelengkapan sarana pendidikan di sekolah tidak akan  
mempunyai arti apa-apa jika sarana tersebut tidak dikelola secara baik, baik oleh 
guru, kepala sekolah, maupun pengelola barang. 
Apabila sarana pendidikan dapat dikelola dengan baik maka sarana 
tersebut dapat difungsikan secara optimal sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar dapat terbantu dengan adanya sarana tersebut dan tujuan 
pendidikan lebih mudah tercapai. Jadi, apabila sarana pendidikan dikelola dengan 







A. Pendekatan Penelitian 
Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan 
pengelolaan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri terakreditasi A di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana pendidikan. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Irawan Soeharto (2006: 49), penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa 
adanya.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, karena 
data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka dan pengolahannya 
menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Sugiyono (2009: 7) terdapat dua jenis pendekatan penelitian yaitu penelitian 
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan 
penelitian dengan data penelitiannya berupa angka-angka, dan analisisnya 
menggunakan statistik. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas, bila ditinjau dari segi pendekatan dan 
tujuan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kuantitatif, 
karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pengelolaan sarana 
pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan 
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data yang digunakan berupa angka-angka dan pengolahannya menggunakan 
analisis statistik.  
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri yang terakreditasi A 
di Kecamatan Kalasan KabupatenSleman, terdiri dari 9 sekolah yang akan 
dilaksanakan pada bulan November 2012. Pemilihan tempat penelitian 
dikarenakan Sekolah Dasar yang terakreditasi A dianggap memiliki kelayakan 
program yang sangat baik dan dapat dijadikan acuan sekolah-sekolah yang lain 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemilihan tempat penelitian tersebut 
diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pengelolaan sarana 
pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalasan. Sekolah Dasar Negeri yang 
dijadikan tempat penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Sekolah Dasar Negeri Tempat Penelitian 
No Nama Sekolah No 
Nama Sekolah 
1 SD Negeri Tamanan 1 6 
SD Negeri Purwomartani 
2 SD Negeri Karangnongko 1 7 
SD Negeri Kalasan 1 
3 SD Negeri Purwobinangun 8 
SD Negeri Pakem 
4 SD Negeri Salakan Lor 9 
SD Negeri Sidorejo 









C. Subyek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan pengelola barang 
yang bertugas mengelola sarana pendidikan. Orang-orang ini nantinya akan 
menjadi subyek penelitian karena diasumsikan mereka paling mengetahui tentang 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan obyek dalam penelitian ini 
adalah pengelolaan sarana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana pendidikan. 
 
D. Populasi Penelitian  
Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 
80). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh kepala sekolah dan pengelola 
barang Sekolah Dasar Negeri terakreditasi A di Kecamatan Kalasan Kabupaten 
Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan pengelola barang 
yang berjumlah 18 orang yaitu terdiri dari 9 kepala sekolah dan 9 pengelola barang. 
 
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Untuk memperjelas dan menghindari salah pengertian atau penafsiran 
serta perbedaan persepsi mengenai judul penelitian ini maka perlu dikemukakan 
definisi operasionalnya. Pengelolaan Fasilitas Pendidikan disini diartikan sebagai 
suatu kegiatan mengelola suatu kegiatan yang berkaitan dengan sarana 
pendidikan. Aspek-aspek dalam pengelolaan fasilitas pendidikan meliputi, 
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perencanaan, pengadaan,  penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana 
pendidikan. Hal tersebut yang akan peneliti pelajari sehingga dapat diperoleh 
informasi untuk ditarik kesimpulan. 
Definisi operasional Pengelolaan Fasilitas Pendidikan yaitu proses 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,  penggunaan, pemeliharaan dan 
penghapusan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah 
sarana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. 
Perencanaan sarana pendidikan adalah kegiatan untuk menyusun dan 
menentukan mengenai apa saja yang dilaksanakan pada masa datang secara 
terpadu dan sistematis dalam rangka menyediakan sarana pendidikan yang 
langsung berhubungan dengan usaha memperlancar proses pembelajaran. 
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan sarana 
pendidikan yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 
Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan sarana yang langsung berhubungan 
dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara optimal untuk memperjelas 
materi pelajaran yang sedang berlangsung atau diajarkan. Pemeliharaan adalah 
kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana 
pendidikan yang langsung berhubungan dengan proses pembelajaran selalu dalam 
kondisi baik dan siap pakai secara berdaya guna dan berhasil guna. Penghapusan 
adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan barang-barang milik Negara 





F. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
teknikangket, dokumentasi, dan observasi. Observasi hanya dilakukan dengan 
pengamatan awal pada saat akan memulai penelitian untuk menentukan 
permasalahan-permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
tersebut diuraikan sebagai berikut : 
1. Angket (Kuesioner) 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
angket tertutup yang bentuknya menggunakan check list (√ ) untuk memudahkan 
responden memberikan keterangan yang cocok dan relevan dengan data yang 
diperlukan. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 103), angket tertutup adalah 
angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal 
memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang sesuai. Penyusunan 
dan pembuatan angket menggunakan skala Likert, dengan klasifikasi sebagai 
berikut: 
Tabel 2. Skor jawaban 
Jawaban Skor 
Sl Selalu 4 
Sr Sering 3 
Kk Kadang-kadang 2 
Tp Tidak Pernah 1 
 
Angket tertutup ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan sarana 
pendidikan yang meliputi perencanaan sarana pendidikan, pengadaan sarana 
pendidikan, penggunaan sarana pendidikan, pemeliharaan sarana pendidikan, dan 
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penghapusan sarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri terakreditasi A di 
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. 
 
2. Dokumentasi 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 135), metode pencermatan dokumen 
merupakan suatu metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa 
catatan buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 
harian, foto-foto, dan sebagainya untuk menambah kelengkapan data.Teknik ini 
digunakan untuk melengkapi informasi-informasi dan pengumpulan data dari 
metode lainnya. Pencermatan dokumen dalam penelitian ini mengumpulkan data 
melalui arsip-arsip tertulis yang merupakan data baku yang diperoleh dari sekolah 
dengan mempelajari dokumen-dokumen tertulis terutama yang berhubungan 
dengan pengelolaan sarana pendidikan. 
 
3. Observasi 
Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah observasi pra penelitian karena digunakan untuk mencari data awal 







G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 
melaksanakan penelitian dengan menggunakan sesuatu metode guna memperoleh 
hasil pengamatan dan data yang diinginkan (Suharsimi, 2006: 126). Sugiyono 
(2009: 102) mendefinisikan instrumen sebagai suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berdasarkan definisi 
tersebut maka dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner 
atau angket, dan teknik dokumentasi. Lebih rincinya  mengenai instrumen 


















Tabel 3. Kisi-kisi Umum Angket Pengelolaan Sarana Pendidikan 



















a. Analisis kebutuhan 
b. Seleksi/ pemilihan sarana 
c. Penyusunan rencana pengadaan 
 
a. Prosedur pengadaan barang 
b. Pelaksanaan pengadaan sarana 
pendidikan 
 
a. Kelengkapan administrasi 
b. Pemanfaatan sarana 
c. Pengaturan penggunaan sarana 
 
a. Kelengkapan administrasi 
b. Penyimpanan sarana 
c. Pemeliharaan/ perbaikan 
 
a. Inventarisasi sarana yang akan 
dihapus 
b. Pengajuan usulan sarana yang akan 
dihapus 
c. Cara penghapusan 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
7,8, 9 
10, 11, 12, 13 
 
14, 15, 16 
17, 18, 19, 20 
 
 
21, 22, 23 




33, 34, 35, 36 
37, 38, 39, 40, 41 
 
42, 43, 44 
 


























Sumber data dokumentasi yang berhubungan dengan pengelolaan sarana 
pendidikan: 
a. Catatan atau daftar perencanaan pengadaan sarana pendidikan, 
b. Catatan atau daftar pengadaan sarana pendidikan, 
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c. Catatan mengenai keberadaan sarana pendidikan yang terdapat dalam buku 
inventaris, 
d. Catatan penggunaan sarana pendidikan dalam buku penggunaan jika ada, 
e. Catatan atau buku petunjuk penggunaan sarana pendidikan jika ada, 
f. Catatan atau buku peminjaman sarana pendidikan jika ada, 
g. Catatan atau buku daftar penghapusan barang. 
 
H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2009: 172-174), menjelaskan bahwa dengan 
menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka 
diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang 
valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian 
yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan 
cara: 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan dan kesahihan atau 
instrumen untuk mendapatkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 
objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian ini uji 
validitas yang digunakan adalah validitas konstrak. Sugiyono (2009: 125-126), 
mengemukakan bahwa untuk menguji validitas konstrak dapat dilakukan dengan 
meminta pendapat dari ahli (judgment expert). Para ahli diminta pendapatnya 
tentang kelayakan instrumen yang telah disusun. Selanjutnya setelah pengujian 
dari para ahli, instrumen akan diuji cobakan pada populasi penelitian. Menurut 
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Suharsimi Arikunto (2010: 213) rumus yang digunakan untuk menguji validitas 
instrumen adalah Korelasi Product Moment dari Pearson, yaitu sebagai berikut:  
    = 
  ∑   (∑ )(∑ )
√( ∑   (∑ ) )( ∑   (∑ ) )
 
Keterangan:  
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  
ΣX = jumlah skor butir  
ΣY = jumlah skor total  
ΣXY = jumlah perkalian antara skor X dan skor Y  
ΣX2 = jumlah kuadrat dari skor butir  
ΣY2 = jumlah kuadrat dari skor total  
N = jumlah responden 
 
Butir instrumen dianalisis dengan menggunakan bantuan komputer dengan 
program SPSS version 16.0 for Windows.  Kriteria pengambilan keputusan dalam 
menentukan valid atau tidaknya suatu soal yaitu: setelah             ditemukan, 
kemudian dikonsultasikan dengan        untuk mengetahui butir yang sahih dan 
yang tidak sahih. Dengan pedoman bila            ≥        pada signifikansi 5% 
maka butir valid, dan jika bila            ≤        maka butir soal tidak valid. 
Butir-butir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir-butir yang 
sahih. 
Pengujian validitas dilakukan terhadap 9 kepala sekolah dan 9 pengelola 
barang yang diambil secara acak. Berdasarkan tabel nilai r Product Moment 
(Sugiyono, 2009: 373) untuk N=9 dan taraf signifikansi 5%, nilai        yang 
tercantum adalah 0,666. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa item 
pertanyaan dinyatakan valid jika didapatkan           > 0,666, maka butir 
instrumen tersebut valid, akan tetapi sebaliknya jika           < 0,666 maka butir 
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instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas dengan metode 
Product Moment  menunjukkan bahwa terdapat 4 butir pernyataan yang memiliki 
        lebih kecil dari 0,666 yaitu butir nomor 9, 26, 38, dan 49. Keempat butir 
tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga tidak diikutsertakan dalam penelitian 
selanjutnya. Hasil uji kesahihan butir dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Saifuddin Azwar (2006: 4), reliabilitas mempunyai arti sejauh mana 
hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 
dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang 
sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 
subyek memang belum berubah. 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan 
formula koefisien alpha(α) yang dikemukakan oleh Cronbach dalam Saifuddin 





























k  = banyaknya belahan tes 
sj
2 
 = varian belahan j, j = 1,2, ...k 
sx
2 
= varian skor tes 
Hasil perhitungan dinyatakan dalam koefisien reliabilitas terentang dari 0 
hingga 1,00. Semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas menandakan bahwa 
reliabilitas alat ukur semakin tinggi pula. Saifuddin Azwar (2006: 117) 
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menyatakan bahwa koefisien reliabilitas yang dianggap memuaskan adalah 
koefisien yang mencapai angka minimal 0,900. Hal ini mengandung makna 
bahwa perbedaan (variasi) yang tampak pada skor tes tersebut mampu 
mencerminkan 90% dari variasi yang terjadi pada skor murni subyek yang 
bersangkutan. Hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 program reability 
analisys menunjukkan bahwa besarnya koefisien Cronbach’s alpha adalah 0,989. 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa instrumen sudah reliabel untuk 
digunakan dalam penelitian. 
 
I. Teknik Analisis Data  
Pada penelitian deskriptif kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 
setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam 
penelitian deskriptif “apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan 
menjadi dua kelompok yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan 
data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol” (Suharsimi Arikunto, 
2006:239). 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
deskriptif kuantitatif dengan persentase. Berikut ini langkah-langkah yang 
digunakan dalam menganalisis data yaitu: 
1. Menjumlah skor masing-masing sub-variabel 
2. Membandingkan jumlah skor yang diperoleh dalam realita dengan jumlah skor 
yang diharapkan, kemudian dipersentasekan. 






       
Keterangan : 
P = persentase pencapaian 
f = jumlah subjek yang ada pada kategori tertentu. 
N = Jumlah frekuensi total/ keseluruhan responden. 
3. Untuk data yang berasal dari studi dokumentasi akan diklasifikasikan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket berjumlah 18 
yang diberikan kepada 1 orang kepala sekolah dan 1 orang pengelola barang di 
masing-masing sekolah yang menjadi tempat penelitian. Berikut ini adalah daftar 
nama sekolah dasar negeri beserta alamat lokasinya yang dijadikan sebagai tempat 
penelitian: 
Tabel 4. Daftar Sekolah Dasar Negeri Terakreditasi A di Kecamatan Kalasan 
No NSS Nama Sekolah Alamat Sekolah 
1 101040215007 SD Negeri Tamanan 1 Tamanan, 
Tamanmartani, Kalasan 
2 101040215021 SD Negeri Karangnongko 1 Karangnongko, 
Tirtomartani, Kalasan 
3 101040215025 SD Negeri Purwobinangun Juwangen, 
Purwomartani, Kalasan 
4 01040215001 SD Negeri Salakan Lor Salakan, Selomartani, 
Kalasan 
5 101040215010 SD Negeri Bogem 1 Kepatihan, 
Tamanmartani, Kalasan 
6 101040215033 SD Negeri Purwomartani Karangmojo, 
Purwomartani, Kalasan 
7 101040215017 SD Negeri Kalasan 1 Krajan, Tirtomartani, 
Kalasan 
8 101040215024 SD Negeri Pakem Pakem, Tamanmartani, 
Kalasan 
9 101040215023 SD Negeri Sidorejo Jl. Alternatif Kabupaten, 
Selomartani, Kalasan 
 
Sementara itu subjek dalam penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah 
dan pengelola barang Sekolah Dasar Negeri terakreditasi A di Kecamatan 




Tabel 5. Keadaan Kepala Sekolah 
No Nama  
Kepala Sekolah 
(Inisial) 




1 SS SD Negeri Tamanan 1 S1 8,5 Tahun 
2 ND SD Negeri Karangnongko 1 S1 37 Tahun 
3 SH SD Negeri Purwobinangun S1 7 Tahun 
4 TY SD Negeri Salakan Lor S1 5 Tahun 
5 SR SD Negeri Bogem 1 S1 30 Tahun 
6 MJ SD Negeri Purwomartani S1 10,5 Tahun 
7 SJ SD Negeri Kalasan 1 S1 2 Tahun 
8 SM SD Negeri Pakem S1 5 Tahun 
9 IS SD Negeri Sidorejo S1 7 Tahun 
 
Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa semua kepala sekolah memiliki 
pendidikan terakhir sebagai sarjana. Selain itu mayoritas kepala sekolah memiliki 
masa tugas/ jabatannya selama lebih dari 5 tahun. Dengan demikian dapat 
diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah telah memiliki pendidikan yang cukup 
tinggi dan didukung dengan pengalaman kerja yang cukup lama. 
Tabel 6. Keadaan Pengelola Barang 
No Nama  
Pengelola Barang 
(Inisial) 




1 FN SD Negeri Tamanan 1 S1 8 Tahun 
2 SP SD Negeri Karangnongko 1 S1 7 Tahun 
3 ST SD Negeri Purwobinangun S1 20 Tahun 
4 NS SD Negeri Salakan Lor S1 7 Tahun 
5 ER SD Negeri Bogem 1 S1 3,5 Tahun 
6 NA SD Negeri Purwomartani DIII 10 Bulan 
7 PW SD Negeri Kalasan 1 S1 8 Tahun 
8 SG SD Negeri Pakem DII 32 Tahun 
9 SP SD Negeri Sidorejo S1 30 Tahun 
 
Dari tabel tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas pengelola 
barang memiliki pendidikan terakhir sebagai sarjana. Selain itu mayoritas masa 
tugas/ jabatannya sudah lebih dari 5 tahun, hanya pengelola barang  di SD 
Purwomartani saja yang masa tugasnya baru 10 bulan. Dengan demikian dapat 
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diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah dan pengelola barang telah memiliki 
pendidikan yang cukup tinggi dan didukung dengan pengalaman kerja yang 
cukup lama. Pendidikan dan pengalaman itulah yang dijadikan modal untuk 
melakukan pengelolaan fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien. 
Diharapkan apabila fasilitas pendidikan tersebut dikelola dengan efektif dan 
efisien, tujuan pendidikan dapat mudah tercapai. 
Hasil penelitian dan pembahasan ini mengungkapkan tentang pengelolaan 
fasilitas pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. 
Dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sarana pendidikan sekolah 
dasar di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Berikut ini merupakan penyajian 
data hasil analisis deskriptif persentase yang diperoleh melalui angket tertutup di 
masing-masing sekolah beserta pembahasannya. 
1. Berdasarkan Tempat Penelitian 
a.  SD Negeri Tamanan 1 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Tamanan 1 ini dapat 









Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana Pendidikan 
di Sekolah Dasar Negeri Tamanan 1 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 7 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel perencanaan 
sarana memperoleh skor 44 sehingga persentasenya sebesar 91.67%, pengadaan 
sarana pendidikan memperoleh skor 20 sehingga persentasenya sebesar  71.43%, 
penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 31 sehingga persentasenya 
sebesar 86.11%, pemeliharaan sarana pendidikan memperoleh skor 37 sehingga 
persentasenya sebesar 92.5%. Sedangkan penghapusan sarana pendidikan 
memperoleh skor 22 sehingga persentasenya sebesar 78.57%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 43 sehingga persentasenya 
sebesar 89.58%, pengadaan sarana memperoleh skor 24 sehingga persentasenya 
sebesar  85,71%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 30 sehingga 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 44 91.67% 43 89.58% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 20 71.43% 24 85,71% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 31 86.11% 30 83.33% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 37 92.5% 34 85% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 22 78.57% 22 78.57% 
Rata-rata 4 3.42 84.06% 3.4 84.44% 
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34 sehingga persentasenya persentase sebesar 85%. Sedangkan penghapusan 
sarana pendidikan memperoleh skor 22 sehingga persentasenya sebesar 78.57%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Tamanan 1 memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 84.06%, dan persentase rata-
rata sebesar 84.44% menurut pengelola barang. 
Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan. Sekolah hanya melakukan perencanaan dalam 
bentuk lisan dan dikomunikasikan antar guru di sekolah tersebut. Dokumen 
tentang pengadaan sarana pendidikan terdiri dari berita acara pengadaaan barang, 
berita acara pengecekan barang, laporan tentang penerimaan barang, dari 
pencermatan dokumen tersebut menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan 
di SD N Tamanan 1 sudah berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Tamanan 1 belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan dan cara 
penggunaan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N Tamanan 1 
membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana pendidikan bersamaan 
dengan pembuatan laporan inventarisasi barang. Untuk penghapusan sarana 
pendidikan di SD N Tamanan 1 belum terdapat dokumen yang dapat dicermati, 
hal ini di karenakan belum ada penghapusan sarana pendidikan.  
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b. SD Negeri Karangnongko 1 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Karangnongko 1 ini dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana Pendidikan 
   di Sekolah Dasar Negeri Karangnongko 1 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 8 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel perencanaan 
sarana pendidikan memperoleh skor 44 sehingga persentasenya sebesar 91.67%, 
pengadaan sarana memperoleh skor 24 sehingga persentasenya sebesar  85.71%, 
penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 36 sehingga persentasenya 
sebesar 100%, pemeliharaan sarana pendidikan memperoleh skor 37 sehingga 
persentasenya sebesar 92.5%. Sedangkan penghapusan sarana pendidikan 
memperoleh skor 27 sehingga persentasenya sebesar 96.43%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 44 91.67% 41 85.42% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 24 85.71% 23 82.14% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 36 100% 35 97.22% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 37 92.5% 37 92.5% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 27 96.43% 27 96.43% 
Rata-rata 4 3.73 93.26% 3.62 90.74% 
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sebesar 85.42%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 23 sehingga 
persentasenya sebesar  82.14%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
35 sehingga persentasenya sebesar 97.22%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 37 sehingga persentasenya sebesar 92.5%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 27 sehingga persentasenya 
sebesar 96.43%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Karangnongko 1 memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 93.26%, dan persentase rata-
rata menurut pengelola barang sebesar 90.74%. 
Dari hasil pencermatan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan 
sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel perencanaan sarana 
pendidikan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini ditunjukan dengan 
adanya dokumen yang menjelaskan mengenai perencanaan sarana pendidikan, 
walaupun dokumen tersebut hanya ada berupa tulisan tangan tanpa terformat 
dengan baik. Dokumen tentang pengadaan sarana pendidikan terdiri dari berita 
acara pengadaaan barang, berita acara pengecekan barang, laporan tentang 
penerimaan barang, dari pencermatan dokumen tersebut menunjukan bahwa 
pengadaan sarana pendidikan di SD N Karangnongko 1 sudah berjalan dengan 
baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Karangnongko 1 belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan dan cara 
penggunaan. Setiap guru bebas menggunakan sarana pendidikan tanpa mengisi 
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daftar penggunaan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N 
Karangnongko 1 membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana 
pendidikan bersamaan dengan pembuatan laporan inventarisasi barang. Untuk 
penghapusan sarana pendidikan di SD N Karangnongko 1 belum terdapat 
dokumen yang dapat dicermati, penghapusan hanya berupa kertas yang sudah 
tidak dipakai sehingga tidak dibuatkan berita acara. 
c. SD Negeri Purwobinangun 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Purwobinangun ini dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana Pendidikan 
di Sekolah Dasar Negeri Purwobinangun 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 9 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel perencanaan 
sarana pendidikan memperoleh skor 46 sehingga persentasenya sebesar 95.83%, 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 46 95.83% 43 89.58% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 27 96.43% 25 89.29% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 33 91.67% 31 86.11% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 40 100% 40 100% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 18 64.29% 19 67.86% 
Rata-rata 4 3.64 89.64% 3.51 86.57%. 
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sebesar  96.43%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 33 sehingga 
persentasenya sebesar 91.67%, pemeliharaan sarana pendidikan memperoleh skor 
40 sehingga persentasenya sebesar 100%. Sedangkan penghapusan sarana 
pendidikan memperoleh skor 18 sehingga persentasenya sebesar 64.29%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 43 sehingga persentasenya 
sebesar 89.58%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 25 sehingga 
persentasenya sebesar  89.29%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
31 sehingga persentasenya sebesar 86.11%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 40 sehingga persentasenya sebesar 100%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 19 sehingga persentasenya 
sebesar 67.86%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Purwobinangun memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 89.64%, dan persentase rata-
rata menurut pengelola barang sebesar 86.57%. 
Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan.  Dokumen tentang pengadaan sarana pendidikan 
terdiri dari berita acara pengadaaan barang, berita acara pengecekan barang, 
laporan tentang penerimaan barang, dari pencermatan dokumen tersebut 
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menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan di SD N Purwobinangun sudah 
berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Purwobinangun sudah 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan terhadap sebagian 
sarana, akan tetapi daftar/ buku tersebut tidak diisi oleh guru atau pengguna sarana 
pendidikan. Setiap guru bebas menggunakan sarana pendidikan tanpa mengisi 
daftar penggunaan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N 
Purwobinangun membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana pendidikan 
bersamaan dengan pembuatan laporan inventarisasi barang. Pengelola barang 
dibantu oleh guru memeriksa kondisi setiap sarana yang dimiliki, selanjutnya hasil 
pemerikasaan tersebut dibuatkan laporannya untuk digabungkan dengan laporan 
inventarisasi.  Untuk penghapusan sarana pendidikan di SD Purwobinangun 
belum terdapat dokumen yang dapat dicermati, pemusnahan hanya berupa kertas 
yang sudah tidak dipakai sehingga tidak dibuatkan berita acara. 
d. SD Negeri Salakan Lor 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Salakan Lor ini dapat 








Tabel 10.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Salakan Lor 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 10 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 46 sehingga persentasenya 
sebesar 95.83%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 23 sehingga 
persentasenya sebesar  82.14%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
23 sehingga persentasenya sebesar 63.89%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 33 sehingga persentasenya sebesar 82.5%. Selanjutnya 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 26 sehingga persentasenya 
sebesar 92.86%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 42 sehingga persentasenya 
sebesar 87.5%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 27 sehingga 
persentasenya sebesar  96.43%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 46 95.83% 42 87.50% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 23 82.14% 27 96.43% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 23 63.89% 32 88.89% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 33 82.5% 38 95% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 26 92.86% 20 71.43% 
Rata-rata 4 3.36 83.44% 3.53 87.85%. 
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memperoleh skor 38 sehingga persentasenya sebesar 95%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 20 sehingga persentasenya 
sebesar 71.43%. 
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulkan secara keseluruhan 
pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Salakan Lor 
memperoleh persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 83.44%, dan 
persentase rata-rata menurut pengelola barang sebesar 87.85%. 
Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan.  Dokumen tentang pengadaan sarana pendidikan 
terdiri dari berita acara pengadaaan barang, berita acara pengecekan barang, 
laporan tentang penerimaan barang, dari pencermatan dokumen tersebut 
menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan di SD N Salakan Lor sudah 
berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Salakan Lor belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan dan cara 
penggunaan. Setiap guru bebas menggunakan sarana pendidikan tanpa mengisi 
daftar penggunaan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N 
Salakan Lor membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana pendidikan 
bersamaan dengan pembuatan laporan inventarisasi barang yaitu setiap enam 
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bulan sekali. Untuk penghapusan sarana pendidikan di SD Salakan Lor belum 
terdapat dokumen yang dapat dicermati. 
e. SD Negeri Bogem 1 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Bogem 1 ini dapat dilihat 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 11. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bogem 1 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 11 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 36 sehingga persentasenya 
sebesar 75%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 23 sehingga 
persentasenya sebesar  82.14%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
18 sehingga persentasenya sebesar 50%, pemeliharaan sarana pendidikan 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 36 75% 38 79.17% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 23 82.14% 23 82.14% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 18 50% 18 50% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 24 60% 23 57.5% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 11 39.29% 11 39.29% 
Rata-rata 4 2.49 61.29% 2.51 61.62% 
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penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 11 sehingga persentasenya 
sebesar 32.29%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 38 sehingga persentasenya 
sebesar 79.17%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 23 sehingga 
persentasenya sebesar  82.14%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
18 sehingga persentasenya sebesar 50%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 23 sehingga persentasenya sebesar 57.5%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 11 sehingga persentasenya 
sebesar 32.29%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana 
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bogem 1 memperoleh persentase rata-rata 
sebesar 61.29% menurut kepala sekolah, dan persentase rata-rata sebesar 61.62% 
menurut pengelola barang. 
Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan. Sekolah hanya melakukan perencanaan dalam 
bentuk lisan dan dikomunikasikan antar guru di sekolah tersebut. Dokumen 
tentang pengadaan sarana pendidikan terdiri dari berita acara pengadaaan barang, 
berita acara pengecekan barang, laporan tentang penerimaan barang, dari 
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pencermatan dokumen tersebut menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan 
di SD N Bogem 1 sudah berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Bogem 1 belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan dan cara 
penggunaan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N Bogem 1 
membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana pendidikan bersamaan 
dengan pembuatan laporan inventarisasi barang. Untuk penghapusan sarana 
pendidikan di SD N Bogem 1 belum terdapat dokumen yang dapat dicermati, hal 
ini di karenakan belum ada penghapusan sarana pendidikan.  
f. SD Negeri Purwomartani 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Purwomartani ini dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 






Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 40 83.33% 24 50% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 27 96.43% 15 53.57% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 21 58.33% 16 44.44% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 39 97.50% 26 65% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 17 60.71% 11 39.29% 
Rata-rata 4 3.2 79.26% 2.04 50.46% 
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Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 12 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 40 sehingga persentasenya 
sebesar 83.33%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 27 sehingga 
persentasenya sebesar  96.43%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
38 sehingga persentasenya sebesar 21%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 39 sehingga persentasenya sebesar 97.5%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 17 sehingga persentasenya 
sebesar 60.71%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 24 sehingga persentasenya 
sebesar 50%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 15 sehingga 
persentasenya sebesar  53.57%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
16 sehingga persentasenya sebesar 44.44%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 26 sehingga persentasenya sebesar 65%. Sedangkan 
penghapusan sarana pendidikan memperoleh skor 11 sehingga persentasenya 
sebesar 39.29%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pengelolaan sarana pendidikan 
di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Purwomartani memperoleh persentase rata-rata 
sebesar 79.26% menurut kepala sekolah. Sedangkan menurut pengelola barang, 
pengelolaan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Purwomartani  
memperoleh  persentase rata-rata sebesar 50.46%. 
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Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan. Dokumen tentang pengadaan sarana pendidikan 
terdiri dari berita acara pengadaaan barang, berita acara pengecekan barang, 
laporan tentang penerimaan barang, dari pencermatan dokumen tersebut 
menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan di SD N Purwomartani sudah 
berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Purwomartani belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan, untuk cara 
penggunaan sarana khususnya media pendidikan sudah ada buku petunjuknya. 
Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan SD N Purwomartani membuat 
laporan pemeriksaan kondisi sarana pendidikan bersamaan dengan pembuatan 
laporan inventarisasi barang. Untuk penghapusan sarana pendidikan di SD N 
Purwomartani belum terdapat penghapusan sarana pendidikan.  
g. SD Negeri Kalasan 1 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Kalasan 1 ini dapat 






Tabel 13. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kalasan 1 
  
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 13 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 42 sehingga persentasenya 
sebesar 87.5%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 26 sehingga 
persentasenya sebesar  92.86%, penggunaan sarana memperoleh skor 27 sehingga 
persentasenya sebesar 75%, pemeliharaan sarana pendidikan memperoleh skor 30 
sehingga persentasenya sebesar 75%. Sedangkan penghapusan sarana pendidikan 
memperoleh skor 14 sehingga persentasenya sebesar 50%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 37 sehingga persentasenya 
sebesar 77.08%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 24 sehingga 
persentasenya sebesar  85.71%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 42 87.5% 37 77.08% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 26 92.86% 24 85.71% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 27 75% 21 58.33% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 30 75% 24 60% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 14 50% 14 50% 
Rata-rata 4 3.09 76.07% 2.67 66.23% 
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memperoleh skor 24 sehingga persentasenya sebesar 60%. Penghapusan sarana 
pendidikan juga memperoleh skor 14 sehingga persentasenya sebesar 50%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Kalasan 1 memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 76.07%, dan persentase rata-
rata sebesar 66.23% menurut pengelola barang. 
Dari hasil pencermatan terhadap dokumentasi yang berhubungan dengan 
pengelolaan sarana pendidikan menunjukan bahwa dalam sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukan dengan tidak adanya dokumen yang menjelaskan mengenai 
perencanaan sarana pendidikan. Dokumen tentang pengadaan sarana pendidikan 
terdiri dari berita acara pengadaaan barang, berita acara pengecekan barang, 
laporan tentang penerimaan barang, dari pencermatan dokumen tersebut 
menunjukan bahwa pengadaan sarana pendidikan di SD N Kalasan 1 sudah 
berjalan dengan baik.  
Dalam hal penggunaan sarana pendidikan di SD N Kalasan 1 belum 
terdapat dokumen yang menjelaskan tentang daftar penggunaan dan cara 
penggunaan sarana pendidikan. Sedangkan dalam pemeliharaan sarana pendidikan 
SD N Kalasan 1 membuat laporan tentang pemeriksaan kondisi sarana pendidikan 
bersamaan dengan pembuatan laporan inventarisasi barang. Untuk penghapusan 
sarana pendidikan di SD N Kalasan 1 belum terdapat dokumen yang dapat 




h. SD Negeri Pakem 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Pakem ini dapat dilihat 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 14. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pakem 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 14 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 42 sehingga persentasenya 
sebesar 87.5%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 25 sehingga 
persentasenya sebesar  89.29%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
28 sehingga persentasenya sebesar 77.78%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 36 sehingga persentasenya sebesar 90%. Sedangkan 





Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 42 87.5% 42 87.5% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 25 89.29% 25 89.29% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 28 77.78% 28 77.78% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 36 90% 35 87.5% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 22 78.57% 23 82.14% 
Rata-rata 4 3.4 84.63% 3.4 84.84% 
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Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 42 sehingga persentasenya 
sebesar 87.5%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 25 sehingga 
persentasenya sebesar  89.29%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
28 sehingga persentasenya sebesar 77.78%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 35 sehingga persentasenya sebesar 87.5%. Penghapusan sarana 
pendidikan juga memperoleh skor 23 sehingga persentasenya sebesar 82.14%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Pakem memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 84.63%, dan persentase rata-
rata sebesar 84.84% menurut pengelola barang. Akan tetapi hasil tersebut tidak 
didukung oleh hasil dari pencermatan dokumen. Hal ini disebabkan oleh pihak 
sekolah tidah bersedia memberikan dokumen-dokumen yang terkait. 
i. SD Negeri Sidorejo 
Subyek di sekolah ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah dan 1 orang 
pengelola barang. Adapun hasil penelitian di SD Negeri Sidorejo ini dapat dilihat 









Tabel 15. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengelolaan Sarana 
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sidorejo 
 
 
Berdasarkan asumsi kepala sekolah dan pengelola barang yang tersaji pada 
tabel 15 di atas, diketahui bahwa menurut kepala sekolah, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 43 sehingga persentasenya 
sebesar 89.58%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 24 sehingga 
persentasenya sebesar  85.71%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 
30 sehingga persentasenya sebesar 85.71%, pemeliharaan sarana pendidikan 
memperoleh skor 32 sehingga persentasenya sebesar 80%. Sedangkan 
penghapusan sarana memperoleh skor 24 sehingga persentasenya sebesar 85.71%. 
Sementara itu, menurut persepsi pengelola barang, sub-variabel 
perencanaan sarana pendidikan memperoleh skor 42 sehingga persentasenya 
sebesar 87.5%, pengadaan sarana pendidikan memperoleh skor 25 sehingga 
persentasenya sebesar  89.29%, penggunaan sarana pendidikan memperoleh skor 




Kepala Sekolah Pengelola Barang 
Skor Persentase Skor Persentase 
1. Perencanaan sarana 
pendidikan 
48 43 89.58% 42 87.5% 
2. Pengadaan sarana 
pendidikan 
28 24 85.71% 25 89.29% 
3. Penggunan sarana 
pendidikan 
36 30 83.33% 29 80.56% 
4. Pemeliharaan 
sarana pendidikan 
40 32 80% 31 77.5% 
5. Penghapusan 
sarana pendidikan 
28 24 85.71% 22 78.57% 
Rata-rata 4 3.4 84.87% 3.31 82.68% 
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memperoleh skor 31 sehingga persentasenya sebesar 77.5%. Penghapusan sarana 
pendidikan memperoleh skor 22 sehingga persentasenya sebesar 78.57%. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan 
sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Sidorejo memperoleh 
persentase rata-rata menurut kepala sekolah sebesar 84.87%, dan persentase rata-
rata sebesar 82.68% menurut pengelola barang. 
Hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh hasil dari pencermatan 
dokumen. Hal ini disebabkan oleh pihak sekolah tidah bersedia memberikan 
dokumen-dokumen yang terkait. Setelah memahami hasil penelitiaan dari masing-
masing sekolah tersebut, maka hasil penelitian secara keseluruhan dapat 
dirangkum sebagai berikut: 
2. Berdasarkan Sub-Variabel 
a. Perencanaan Sarana Pendidikan 
Kegiatan perencanaan sarana pendidikan mencakup aspek analisis 
kebutuhan, seleksi/ pemilihan sarana, penyusunan rencana pengadaan di masing-
masing Sekolah Dasar Negeri. Aspek perencanaan sarana pendidikan diukur 
dengan menggunakan 12 butir pernyataan. Instrumen ditujukan kepada 9 kepala 
sekolah dan 9 pengelola barang yang tersebar di 9 SD Negeri di kecamatan 
Kalasan. 
Berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada kepala sekolah 
didapatkan skor tertinggi 95.83%, dan skor terendah 83.33%. Sedangkan 
berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada pengelola barang 
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didapatkan skor tertinggi 89.58%, dan skor terendah 50%. Besarnya persentase 
pelaksanaan perencanaan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel 16: 






KepSek Peng. Barang 
Skor Persen Skor Persen 
Analisi Kebutuhan 1, 2, 3, 
4, 5, 6 
216 199 92.13% 180 83.33% 





144 120 83.33% 112 77.78% 
Rata-rata 4 3.55 88.12% 3.26 81.48% 
 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan perencanaan sarana pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Kalasan dapat digambarkan dalam diagram 
batang berikut: 
 
Gambar 1. Histogram Perencanaan Sarana Pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Berdasarkan tabel 16 dan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa, 




















kepala sekolah mendapatkan persentase rata-rata 88.12% dan nilai rata-rata 
perencanaan sarana pendidikan dari pengelola barang sebesar 81.48%. Rata-rata 
tersebut didapatkan dari persentase indikator yang ada dalam sub-variabel yaitu 
analisis kebutuhan memperoleh persentase 92.13% untuk kepala sekolah 
sedangkan pengelola barang sebesar 83.33%, seleksi/ pemilihan sarana 
memperoleh persentase 88.89% untuk kepala sekolah sedangkan pengelola barang 
sebesar 83.33%, penyusunan rencana pengadaan memperoleh persentase 83.33% 
untuk kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 77.78%. 
b. Pengadaan Sarana Pendidikan 
Kegiatan pengadaan sarana pendidikan mencakup aspek prosedur 
pengadaan barang, pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan di masing-masing 
Sekolah Dasar Negeri. Aspek pengadaan sarana pendidikan diukur dengan 
menggunakan 7 butir pernyataan. Instrumen ditujukan kepada 9 kepala sekolah 
dan 9 pengelola barang yang tersebar di 9 SD Negeri di kecamatan Kalasan. 
Berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada kepala sekolah 
didapatkan skor tertinggi 96.43%, dan skor terendah 71.43%. Sedangkan 
berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada pengelola barang 
didapatkan skor tertinggi 96.43%, dan skor terendah 53.57%. Besarnya persentase 













KepSek Peng. Barang 










144 125 86.81% 123 85.42% 
Rata-rata 4 3.48 86.93% 3.35 83.45% 
 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di kecamatan Kalasan dapat digambarkan dalam diagram batang 
berikut: 
 
Gambar 2. Histogram Pengadaan Sarana Pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Berdasarkan tabel 17 dan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa, pengadaan 
sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan dari kepala sekolah 
mendapatkan persentase rata-rata 86.93% dan nilai rata-rata pengadaan sarana 
pendidikan dari pengelola barang sebesar 83.45%. Rata-rata tersebut didapatkan 



















barang memperoleh persentase 87.04% untuk kepala sekolah sedangkan pengelola 
barang sebesar 81.48%, pelaksanaan pengadaan sarana memperoleh persentase 
86.81% untuk kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 83.45%. 
c. Penggunaan Sarana Pendidikan 
Kegiatan penggunaan sarana pendidikan mencakup aspek kelengkapan 
administrasi, pemanfaatan sarana, pengaturan penggunaan sarana di masing-
masing Sekolah Dasar Negeri. Aspek penggunaan sarana pendidikan diukur 
dengan menggunakan 9 butir pernyataan. Instrumen ditujukan kepada 9 kepala 
sekolah dan 9 pengelola barang yang tersebar di 9 SD Negeri di kecamatan 
Kalasan. 
Berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada kepala sekolah 
didapatkan skor tertinggi 100%, dan skor terendah 50%. Sedangkan berdasarkan 
penelitian dari angket yang diberikan kepada pengelola barang didapatkan skor 
tertinggi 97.22%, dan skor terendah 44.44%. Besarnya persentase penggunan 
sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel 18: 






KepSek Peng. Barang 










144 98 68.06% 100 69.44% 
Pengaturan penggunaan 
sarana 
27, 28 72 66 91.67% 61 84.72% 




Secara umum, pelaksanaan kegiatan penggunaan sarana pendidikan 




Gambar 3. Histogram Penggunaan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Kalasan 
 
Berdasarkan tabel 18 dan gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa, 
penggunaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan dari 
kepala sekolah mendapatkan persentase rata-rata 78.86% dan nilai rata-rata 
penggunaan sarana pendidikan dari pengelola barang sebesar 75.77%. Rata-rata 
tersebut didapatkan dari persentase indikator yang ada dalam sub-variabel yaitu 
kelengkapan administrasi memperoleh persentase 76.85% untuk kepala sekolah 
sedangkan pengelola barang sebesar 73.15%, pemanfaatan sarana memperoleh 
persentase 68.06% untuk kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 
69.44%, pengaturan penggunaan sarana memperoleh persentase 91.67% untuk 




















d. Pemeliharaan Sarana Pendidikan 
Kegiatan pemeliharaan sarana pendidikan mencakup aspek kelengkapan 
adsministrasi, penyimpanan sarana, pemeliharaan/ perbaikan sarana pendidikan di 
masing-masing Sekolah Dasar Negeri. Aspek pemeliharaan sarana pendidikan 
diukur dengan menggunakan 10 butir pernyataan. Instrumen ditujukan kepada 9 
kepala sekolah dan 9 pengelola barang yang tersebar di 9 SD Negeri di kecamatan 
Kalasan. 
Berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada kepala sekolah 
didapatkan skor tertinggi 100%, dan skor terendah 60%. Sedangkan berdasarkan 
penelitian dari angket yang diberikan kepada pengelola barang didapatkan skor 
tertinggi 100%, dan skor terendah 57.50%. Besarnya persentase pemeliharaan 
sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel 19: 






KepSek Peng. Barang 
Skor Persen Skor Persen 
Kelengkapan administrasi 29, 30 72 66 91.67% 63 87.5% 
Penyimpanan sarana 31, 32, 
33, 34 





144 126 87.5% 116 80.56% 
Rata-rata 4 3.42 86.58% 3.2 81.25% 
 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana pendidikan 







Gambar 4. Histogram Pemeliharaan Sarana Pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Berdasarkan tabel 19 dan gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa, 
pemeliharaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan dari 
kepala sekolah mendapatkan persentase rata-rata 86.58% dan nilai rata-rata 
pemeliharaan sarana pendidikan dari pengelola barang sebesar 81.25%. Rata-rata 
tersebut didapatkan dari persentase indikator yang ada dalam sub-variabel yaitu 
kelengkapan administrasi memperoleh persentase 91.67% untuk kepala sekolah 
sedangkan pengelola barang sebesar 87.5%, penyimpanan sarana memperoleh 
persentase 80.56% untuk kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 
75.69%, pemeliharaan/ perbaikan sarana memperoleh persentase 87.5% untuk 
kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 80.56%. 
e. Penghapusan Sarana Pendidikan 
Kegiatan penghapusan sarana pendidikan mencakup aspek inventarisasi 




















penghapusan sarana pendidikan di masing-masing Sekolah Dasar Negeri. Aspek 
penghapusan sarana pendidikan diukur dengan menggunakan 7 butir pernyataan. 
Instrumen ditujukan kepada 9 kepala sekolah dan 9 pengelola barang yang 
tersebar di 9 SD Negeri di kecamatan Kalasan. 
Berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada Kepala Sekolah 
didapatkan skor tertinggi 96.43%, dan skor terendah 39.29%. Sedangkan 
berdasarkan penelitian dari angket yang diberikan kepada Pengelola Barang 
didapatkan skor tertinggi 96.43%, dan skor terendah 39.29%. Besarnya persentase 
penghapusan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel tabel 20: 






KepSek Peng. Barang 
Skor Persen Skor Persen 




108 85 78.70% 81 75% 
Pengajuan usulan sarana 
yang akan dihapus 
42, 43, 
44 
108 75 69.44% 67 62.04% 
Cara penghapusan 45 36 21 58.33% 21 58.33% 
Rata-rata 4 2.87 68.82% 2.68 65.12% 
 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan penghapusan sarana pendidikan 





Gambar 5. Histogram Penghapusan Sarana Pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan 
Berdasarkan tabel 20 dan gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa, 
penghapusan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan dari 
kepala sekolah mendapatkan persentase rata-rata 68.82% dan nilai rata-rata 
penghapusan sarana pendidikan dari pengelola barang sebesar 65.12%. Rata-rata 
tersebut didapatkan dari persentase indikator yang ada dalam sub-variabel yaitu 
inventarisasi sarana yang akan dihapus memperoleh persentase 78.70% untuk 
kepala sekolah sedangkan pengelola barang sebesar 75%, pengajuan usulan sarana 
yang akan dihapus memperoleh persentase 69.44% untuk kepala sekolah 
sedangkan pengelola barang sebesar 62.04%, cara penghapusan memperoleh 






















B. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian tentang Pengelolaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, ada beberapa keterbatasan yang 
dialami peneliti, antara lain: 
1. Instrumen yang digunakan adalah angket yang bersifat tertutup sehingga 
memungkinkan kurang mengungkap permasalahan yang ada dan banyak data 
yang tidak terjaring dengan lengkap, 
2. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data 
pendukungpun juga terbatas. Bahkan terdapat sekolah yang tidak bersedia 
memberi dokumen-dokumen yang terkait, 
3. Sangat terbatasnya variabel atau indikator dalam penelitian ini, sehingga perlu 
dilakukan penelitian lain yang lebih luas agar lebih bermakna terhadap 
pengelolaan sarana pendidikan, 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan 
Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalasan maka dapat 
diketahui bahwa pengelolaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di 
kecamatan Kalasan memperoleh nilai persentase sebesar 79.55%, yang meliputi: 
1. Perencanaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan 
yang meliputi aspek analisis kebutuhan, seleksi/ pemilihan sarana, penyusunan 
rencana pengadaan memperoleh persentase sebesar 85.07%, 
2. Pengadaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan yang 
meliputi aspek prosedur pengadaan barang, pelaksanaan pengadaan barang 
memperoleh persentase sebesar 85.32%, 
3. Penggunaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan 
yang meliputi aspek kelengkapan administrasi, pemanfaatan sarana, dan 
pengaturan penggunaan sarana memperoleh persentase sebesar 75.15%, 
4. Pemeliharaan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan 
yang meliputi aspek kelengkapan administrasi, penyimpanan sarana, dan 
perbaikan sarana memperoleh persentase sebesar 82.78%,  
5. Penghapusan sarana pendidikan sekolah dasar negeri di kecamatan Kalasan 
yang meliputi aspek inventarisasi sarana yang akan dihapus, pengajuan usulan 





Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti dapat memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada pihak sekolah khususnya agar melakukan peningakatan 
pengelolaan sarana pendidikan dengan sebaik mungkin, terutama dalam segi 
penggunaan sarana pendidikan dan penghapusan sarana pendidikan, 
2. Sekolah diharapkan selalu membuat dokumen tentang pengelolaan sarana 
pendidikan, sehingga dapat mempermudah melakukan evaluasi dan 
pengawasan, 
3. Kepala Sekolah sebagai motivator harus mampu memotifasi pengelola barang 
dan guru agar dapat menggerakkan diri untuk meningkatkan profesionalisme 
kerjanya, salah satunya dalam hal pengelolaan sarana pendidikan, 
4. Meningkatkan potensi sumber daya manusia, misalnya dengan 
mengikutsertakan dalam DIKLAT, penataran, sosialisasi, ataupun kegiatan 
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Standar Sarana Sekolah Dasar 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Papan tulis 1 buah/ ruang Ukuran minimum 90 cm x 200 
cm. Ditempatkan pada posisi 
yang 
memungkinkan seluruh peserta 
didik melihatnya dengan jelas 
2 Buku teks pelajaran 1 eksemplar/ mata 
pelajaran/ peserta didik, 
ditambah 2 eksemplar/ 
mata pelajaran/sekolah 
Termasuk dalam daftar buku 
teks pelajaran yang ditetapkan 
oleh Mendiknas dan daftar buku 
teks muatan lokal yang 
ditetapkan oleh Gubernur atau 
Bupati/Walikota 
3 Buku panduan 
pendidik 
1 eksemplar/ mata 
pelajaran/ guru mata 
pelajaran bersangkutan, 
ditambah 1 eksemplar/ 
mata pelajaran/ sekolah 
 
4 Buku pengayaan 840 judul/sekolah Terdiri dari 60% non-fiksi dan 
40% fiksi. Banyak eksemplar/ 
sekolah minimum: 1000 untuk 6 
rombongan , 1500 untuk 7-12 
rombongan belajar, 2000 untuk 
13-24 rombongan belajar 
5 Buku referensi 10 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kamus Bahasa Inggris, 
ensiklopedi, buku statistik 
daerah, buku telepon, kitab 
undang-undang, peraturan, dan 
kitab suci 
Lampiran 1 Standar Sarana Sekolah 
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6 Sumber belajar lain 10 judul/ sekolah Sekurang-kurangnya meliputi 
majalah, surat kabar, globe, peta, 
gambar pahlawan nasional, CD 
pembelajaran, dan alat peraga 
matematika. 
7 Peralatan multimedia 1 set/ sekolah Sekurang-kurangnya terdiri dari 
1 set komputer (CPU), monitor 
minimum 15 inci, printer), TV, 
radio, dan pemutar VCD/DVD. 
8 Pengeras suara 1 set / sekolah  
9 Tape recorder 1 set/ sekolah  
10 Model kerangka 
manusia 
1 buah/ sekolah Tinggi minimum 125cm 
Mudah dibawa 
11 Model tubuh 
manusia 
1 buah/ sekolah Tinggi minimum 125 cm. Dapat 
diamati dengan mudah oleh 
seluruh peserta didik. Dapat 
dibongkar pasang, Mudah 
dibawa 
12 Globe 1 buah/ sekolah Diameter minimum 40 cm. 
Memiliki penyangga dan dapat 
diputar. Dapat memanfaatkan 
globe yang terdapat di ruang 
perpustakaan. 
13 Model tata surya 1 buah/sekolah Dapat mendemonstrasikan 
terjadinya fenomena gerhana 
14 Kaca pembesar 6 buah/ sekolah  
15 Cermin datar 6 buah/ sekolah  
16 Cermin cekung 6 buah/ sekolah  
17 Cermin cembung 6 buah/ sekolah  
18 Lensa datar 6 buah/ sekolah  
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19 Lensa cekung 6 buah/ sekolah  
20 Lensa cembung 6 buah/ sekolah  
21 Magnet batang 6 buah/ sekolah Dapat mendemontrasikan gaya 
magnet 
22 Poster IPA, terdiri 
dari: 
a) metamorfosis, 
b) hewan langka, 
c) hewan dilindungi, 
d) tanaman khas 
Indonesia, 
e) contoh ekosistem 
f) sistem-sistem 
pernapasan hewan 
1 set/ sekolah Jelas terbaca dan berwarna, 
ukuran minimum A1. 
23 Peralatan bola voli 1set/sekolah Minimum 6 bola 
24 Peralatan sepak bola 1 set/sekolah Minimum 6 bola 
25 Peralatan senam 1 set/ sekolah Minimum matras, peti loncat, 
tali loncat, simpai, bola plastik, 
tongkat 
26 Peralatan atletik 1 set/ sekolah Minimum lembing, cakram, 
peluru, tongkat estafet, dan bak 
loncat. 
27 Peralatan seni dan 
budaya 
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No. Pernyataan/ Pertanyaan Pilihan 
Sl Sr Kk Tp 
21. Menyediakan buku petunjuk penggunaan 
sarana 
    
22. Menyusun jadwal penggunaan sarana     
23. Menyediakan buku penggunaan sarana, untuk 
mengetahui kelas mana saja yang akan 
menggunakan sarana 
    
24.  Menyusun daftar petugas piket atau petugas 
jaga untuk mengadakan pengecekan sarana 
agar tetap teratur 
    
25.  Mencatat penggunaan sarana terlebih dahulu 
dalam buku penggunaan 
    
26. Mengarahkan kepada guru dan siswa, setelah 
selesai menggunakan sarana mengembalikan di 
tempat semula 
    
27. Mencatatan jam penggunaan dan 
pengembalian sarana 
    
28. Sarana pendidikan yang digunakan sesuai/ 
sebanding dengan jumlah siswa  
    
29. Membuat peraturan penggunaan sarana 
pendidikan 
    
30. Apakah Bpk/ibu Guru mentaati tata tertib 
penggunaan sarana pendidikan 
    
101 
 






No. Pernyataan/ Pertanyaan Pilihan 
Sl Sr Kk Tp 
31. Mencatat semua sarana pendidikan dalam buku 
inventaris dengan tertib 
    
32. Memberi identitas pada sarana pendidikan 
dengan kode tertentu 
    
33. Memisahkan sarana pendidikan yang sudah 
rusak atau tidak terpakai di gudang atau ruang 
khusus 
    
34. Menyimpan sarana pendidikan di ruang khusus     
35. Meletakan sarana dalam rak/ lemari dengan 
rapi agar tidak cepat rusak 
    
36. Memberi daftar sarana pada rak/ lemari tempat 
sarana diletakkan 
    
37. Menjaga kebersihan sarana pendidikan     
38.  Menjaga keamanan atau mencegah sarana dari 
gangguan hewan, manusia, atau kejadian alam 
yang mengakibatkan kerusakan 
    
39. Mengontrol secara berkala/ incidental agar 
sarana memenuhi kebutuhan 
    
40. Mengadakan perhitungan berkala terhadap 
sarana untuk mengetahui keutuhan jumlahnya 
    
41. Membuat laporan tentang keadaan 
pemeliharaan sarana sesuai ketentuan berlaku 
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No. Pernyataan/ Pertanyaan Pilihan 
Sl Sr Kk Tp 
42. Mengadakan inventarisasi terhadap sarana 
pendidikan yang rusak 
    
43.  Mengadakan pemilihan barang yang dilakukan 
setiap tahun bersamaan dengan waktu 
memperkirakan kebutuhan 
    
44. Membuat perencanaan penghapusan     
45.  Membuat surat pemberitahuan kepada atasan 
akan diadakan penghapusan dengan menyebut 
barang yang hendak dihapuskan 
    
46. Mengajuan usulan sarana yang akan dihapus 
ke Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten 
    
47. Membentuk panitia penghapusan barang     
48. Membuat berita acara tentang pelaksanaan 
penghapusan atau penyingkiran 
    
49. Melakukan lelang, menghibahkan, dan 
membakar sarana yang akan dihapus 
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